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Abstract: This paper examines the two principal discussion, which is the essence of the method of 
istihsan and the application form in renewal of Islamic law. Istihsan is one method that disputed the 
jurists because of epistemology base ascribed to human reason. Nevertheless, the application form has 
provided renewal in Islamic law. Islamic legal thought products such as Law, Jurisprudence, compilation 
of Islamic law (KHI), and the Fatwa has given new jurisprudence products. Islamic marriage must go 
through the recording weddings and civil liability for the biological parents of the child is an example 
that is close to epistimologi Istihsan.

Abstrak: Tulisan ini mengkaji dua pokok pembahasan, yaitu esensi dari metode istihsan dan 
bentuk aplikasinya dalam pembaruan hukum Islam. Istihsan merupakan salah satu metode 
yang diperselisihkan para fuqaha karena basis epistemologinya dianggap berasal dari akal 
manusia. Meskipun demikian, bentuk aplikasinya telah memberikan banyak pembaruan dalam 
hukum Islam. Bentuk produk pemikiran hukum Islam seperti Undang-Undang, Yurisprudensi, 
Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Fatwa telah memberikan produk fikih baru. Pernikahan 
Islam harus melalui pencatatan pernikahan dan kewajiban perdata bagi orang tua biologis 
terhadap anaknya merupakan contoh yang dekat dengan epistimologi Istihsan.

Kata Kunci: Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam 

I.	 PENDAHULUAN

A.	 Latar Belakang Masalah
Pada masa awal Islam yaitu di masa ketika 

Rasulullah masih hidup, pengejawantahan 
hukum dalam ranah aplikatif berdialektika 
dengan realitas sosial tidak mengalami kendala 
apapun. Hal ini karena umat pada waktu itu 
bisa langsung bertanya kepada Rasulullah Saw. 
sebagai pemegang otoritas yang bisa meng
interpretasikan wahyu Tuhan yang sakral. 
Namun setelah Rasulullah wafat, para sahabat 
menghadapi berbagai persoalan baru dan lebih 
kompleks. Hal ini disebabkan disamping semakin 
bertambahnya orang yang memeluk Islam juga 
ekspansi wilayah yang terlampau luas sehingga 
terkumpul realitas sosial budaya masyarakat 
yang heterogen.

Pada masa selanjutnya (seperti masa tabi’in 
dan masa tabi’ tabiin), pengambilan dasar hukum 
terhadap teks normatif yang bersifat sakral ter
sebut sebagai konsideran tidak lagi bersifat se
derhana jika tidak dibilang begitu kompleks. 
Dialektika antara teks dan konteks tersebut ber
ujung pada keberagaman kesimpulan premis 
yang dilontarkan oleh para ahli hukum disetiap 
masa dan tempat yang berbeda. Realitas historis 
ini pada tahap selanjutnya menciptakan berbagai 
paham dari para ahli hukum yang mengkristal 
menjadi berbagai kelompok aliran yang dikenal 
dengan istilah mazhab.

Hukum Islam telah berkembang selama 
belasan abad lamanya dengan proses sosial yang 
terjadi, dan tidak mengesampingkan metode-
metode yang sangat memperhatikan kepenting
an lokal (budaya lokal masyarakat Indoensia). 
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Tidak mengherankan jika para cendekiawan 
(intelektual) muslim mulai dari zaman dulu 
sampai saat ini terus memperjuangkan hukum 
Islam yang selalu sesuai dengan sosio kultur. 
Oleh karenanya, hukum Islam merupakan salah 
satu bagian dari lembaga kemasyarakatan fungsi
onal yang berhubungan dan saling mempenga
ruhi dengan lembaga kemasyarakatan lainnya. 
Hubungan antara struktur sosial dengan hukum 
memberikan pengertian yang lebih mendalam 
mengenai lingkungan sosio kultur dimana 
hukum berlaku di masyarakat.1

Dinamisasi hukum Islam akan berpenga
ruh terhadap proses perkembangan maupun 
interaksi sosial. Begitu juga dengan status sosial, 
dikarenakan norma yang terserap dari hasil 
dari interaksi antara agama dengan masyarakat 
tersebut memunculkan implikasi terhadap 
proses sosial yang terjadi. Oleh karena itu, pene
rapan hukum Islam sangat dipengaruhi oleh 
kondisi sosial masyarakat di mana hukum itu 
akan diterapkan. 

Dinamika pembaruan hukum Islam di 
Indonesia telah mewarnai sejarah umat Islam di 
Indonesia. Gagasan pembaruan dalam hukum 
Islam muncul diakibatkan terjadinya kesen
jangan antara materi hukum, terutama hukum 
Islam yang berkaitan dengan fikih dengan kon
disi sosial masyarakat Indonesia saat ini. Upaya 
mewujudkan pembaruan tersebut dilakukan 
dalam bentuk modifikasi, kodifikasi, maupun 
kompilasi. Salah satu metodologi yang dikem
bangkan untuk menjawab segala perkembangan 
itu adalah istihsan. Istihsan dengan makna meng
anggap baik secara makna bahasa ini mendapat 
pertentangan pada beberapa ulama khususnya 
Syafi’i. Sementara hal ini oleh sebagian ulama 
dapat mencover realitas yang terus berkembang.

B.	 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 

dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai 
berikut:
1.	 Bagaimanakah esensi dari istihsan ?
2.	 Bagaimanakah bentuk aplikasi istihsan 

dengan pembaruan hukum Islam?

II.	 PEMBAHASAN

A.	 Istihsan antara Dalil Naqli dan Aqli
Wacana tentang istihsan, menganggap se

suatu itu baik, diawali dengan mempertanya
kan tentang siapa mustahsin (subjek yang meng
anggap baik). Al-Syatibi memamaparkan dua 
opsi dari mustahsin; dalil naqli dan akal. Jika 
mustahsin dimaknai dengan syara, maka tidak 
tepat dianggap sebagai istihsan dengan meng
anggap baik. Karena dalam hal ini, penentu baik 
buruk itu adalah dalil syara’.

Saat mustahsin dipahami sebagai akal, maka 
istihsan bermakna sesuatu yang dianggap baik 
oleh seorang mujtahid berdasarkan akalnya dan 
cenderung dengan pendapatnya. Hal ini dikuat
kan oleh al-Syairazi,2 yang dengan tegas me
nyatakan Istihsan adalah menetapkan hukum 
berdasarkan anggapan atau perkiraaan ada ke
baikan, tanpa ada dalil, yang berarti hanya ber
dasarkan akal semata-mata.

Berbeda dengan pendapat al-Syirazi, 
mayoritas ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, 
dan Hanabilah tetap menganggap mustahsin 
itu adalah syara’, bukan akal semata-mata. Al-
Syatibi menyatakan bahwa sesungguhnya istihsan 
itu dipegangi Imam Malik dan Abu Hanifah. 
Sementara al-Syafi’iy mengingkarinya, bahkan 
mengatakan siapa yang beristihsan maka telah 
membuat hukum baru. Hanya saja dari pene
litian yang dilakukan oleh Ibn al-Arabi, istihsan 
yang dikemukakan oleh Hanafi dan Maliki meng
amalkan dalil yang terkuat dari dua dalil yang 
bertentangan.3

Imam al-Syatibi mencoba mengelaborasi 
seluruh terminologi yang diutarakan oleh ka
langan ulama. Imam Malik memandang bahwa 
mentakhsis lafal yang umum dengan dalil apa
pun baik teks maupun kontekstul dikatakan 
istihsan. Abu Hanifah juga memberikan penger
tian lain tentang istihsan ini, bahwa takhsis pada 
lafal yang umum dengan salah satu pendapat 
yang menyalahi kias. Al-Karkhi mendefinisikan 
istihsan, berpaling dari hukum suatu masalah 
dengan hukum serupa yang tidak sama karena 
ada dalil yang lebih kuat. Sebagian mazhab 
Hanafiyah memandang bahwa istihsan adalah 
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kias yang wajib diamalkan dalam konteks ke
efektifitas illat kias khafi yang lebih utama ke
timbang illat kias jali.4 Jadi mengambil efek 
yang lebih kuat tersebut atau mengamalkan kias 
yang lebih kuat efeknya dari dua qiyas yang ada 
dikatakan dengan istihsan.

Al-Syatibi mengemukakan bahwa istihsan 
bagi Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah tidak 
keluar dari dalil yang validitasnya diakui Islam, 
dan penolakan al-Syafi’i terhadap istihsan bukan 
pengertian semacam ini, sehingga baginya tidak 
menjadikan istihsan sebagai hujah dan meng
anggap pembuat istihsan sama dengan pem
buat bidah. Al-Syatibi sendiri, sebagai penganut 
mazhab Maliki, telah menawarkan dua rumus
an.5

Pertama, istihsan adalah memegangi kemasla
hatan partikular ketika bertentangan dengan dalil 
universal. Kedua, istihsan adalah mengamalkan 
dalil yang terkuat dari dua dalil hukum. Dengan 
demikian, dalam analisis al-Syatibi, terjadi silang 
pendapat tentang keberadaan istihsan sebagai 
dasar penetapan hukum yang berawal dari 
perbedaan dalam menentukan mustahsin. Mana
kalah starting point dalam merumuskan ke
baikan adalah syara sebagai mustahsin, maka 
perbedaan tersebut tidak perlu terjadi.

B.	 Ragam Istihsan
1. 	 Istihsan dengan Urf
	 Meninggalkan dalil umum karena ada urf 

(kebiasaan regional). Misalnya, sumpah 
tidak memakan daging. Sumpah ini tidak 
termasuk makan ikan, walaupun menurut 
dalil umum ikan juga termasuk daging.

2.	 Istihsan dengan Maslahah
	 Tidak memberlakukan dalil umum dengan 

menggunakan yang lainnya berdasar per
timbangan maslahat

3. 	 Istihsan dengan Ijmak
	 Atas alasan ijma’ maka dapat menggunakan 

dalil yang lain dalam sebuah kasus (biasanya 
dengan dalil umum)

4. 	 Istihsan dengan Kaidah Raf’ al-Haraj wa al-
Masyaqqah

	 Demi untuk menghilangkan kesulitan/ ke
sukaran, boleh tidak memberlakukan hukum 

yang umum karena sebab yang dimaklumi. 
Misalnya penggunaan kamar mandi sewa 
tanpa mengeahui detail jumlah penggunaan 
air, lama pemakaian, dan harga sewa kamar 
mandi yang kesemuanya merupakan garar 
(ketimpangan) yang diharamkan. Hal ter
sebut selanjutnya dibolehkan dengan alasan 
menghilangkan kesulitan.6

C.	 Implementasi Istihsan dan Pembaruan 
Hukum Islam
Pembaruan hukum Islam berarti gerakan 

ijtihad menetapkan hukum yang mampu men
jawab permasalahan dan perkembangan baru 
yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu penge
tahuan dan teknologi modern, baik menetapkan 
hukum terhadap masalah baru yang belum ada 
ketentuan hukumnya atau menetapkan hukum 
baru untuk menggantikan ketentuan hukum 
lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan 
kemaslahatan manusia masa sekarang. 7 

Penetapan hukum yang mampu menjawab 
permaslahan dan perkembangan baru itu ber
arti mengembangkan hukum Islam dengan 
memberikan penafsiran baru. Penafsiran baru 
yang memasukkan perkembangan-perkembang
an baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu 
bahan pertimbangan, dalam usaha yang sung
guh-sungguh mendekatkan diri dengan kebe
naran dengan tetap berpedoman kepada prinsip-
prinsip dan nilai-nilai dasar Islam agar dapat ter
wujud kemaslahatan manusia. Tujuan hukum 
Islam atau tujuan syariat adalah untuk mewu
judkan kemaslahatan manusia, baik di dunia 
maupun di akhirat, menolak kemelaratan dan 
kerusakan, serta mewujudkan keadilan.

Hukum Islam jika tidak dikembangkan dan 
juga tidak diperbaharui, maka akan ketinggalan 
zaman, tidak sesuai dengan masyarakat modern. 
Bahkan, bisa jadi hukum Islam akan ditinggalkan 
oleh masyarakat karena hukum tersebut tidak 
mampu menjawab permasalahan yang dihadapi 
masyarakat. Hal itu berarti hukum Islam tidak 
akan lagi mampu menjamin kemaslahatan 
hidup manusia dan tidak mampu memberikan 
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kebahagaiaan bagi mereka. Dengan demikian, 
pembaruan hukum Islam sebenarnya adalah 
tuntutan dari hukum Islam itu sendiri, yang 
menyebut dirinya sebagai rahmat bagi sekalian 
alam di setiap waktu dan tempat, karena hukum 
Islam memang diciptakan untuk merealisasi
kan kemaslahatan umat dan untuk menjamin 
kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat.

Pembaruan hukum Islam itu bukan ber
makna usaha menetapkan hukum Islam yang 
mampu menjawab semua permasalahan dan 
perkembangan baru dengan cara sembarangan 
tanpa pedoman dan batasan. Akan tetapi, pem
baruan hukum Islam itu merupakan usaha me
netapkan suatu ketentuan hukum yang sesuai 
dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar 
ajaran Islam yang di dalam pemahamannya di
bantu oleh perkembangan baru sebagai suatu 
pertimbangan dalam menjabarkan prinsip-prinsip 
dan nilai-nilai dasar itu.

Salah satu metode penetapan hukum Islam 
dengan istihsan yaitu metode hukum dengan 
aspek kontekstualitas teks dengan mempertim
bangkan realitas yang ada. Oleh karena itu, asas 
istihsan itu adalah penetapan hukum yang ber
beda dengan kaidah umum, karena keluar dari 
kaidah umum guna menghasilkan ketentuan 
hukum yang lebih sesuai dengan tujuan syariat 
(maqasid al-syari‘ah), ketimbang tetap berpegang 
pada kaidah lama. Oleh karena itu, berpegang 
pada istihsan merupakan cara berdalil yang lebih 
kuat selain kias.

Istihsan dengan bentuk dan ragamnya 
secara relatif merupakan masalah juz’iyat dalam 
berhadapan dengan kulliyat. Seorang pakar 
fikih menempuh cara istihsan dalam masalah 
juz’iyat ini supaya tidak tenggelam dalam ke
tentuan kias yang di satu sisi bisa jadi meng
hasilkan ketentuan hukum yang kurang sesuai 
dengan jiwa dan tujuan syariat dalam situasi 
tertentu. Tegasnya istilah istihsan itu merupakan 
suatu metode istinbat hukum yang memen
tingkan pemeliharaan maqasid al-syari‘ah, yaitu 
merealisasikan kemaslahatan manusia. Berpa
lingnya mujtahid dari suatu hukum pada suatu 
masalah kepada hukum yang lain adalah semata-
mata untuk memelihara maqasid al-syari‘ah.

Berdasarkan hal demikian, istihsan sangat 
relevan dengan pembaruan hukum Islam. Pem
baruan hukum Islam bertujuan untuk meme
lihara tujuan syari’at (maqasid al-syari‘ah) dengan 
menghasilkan ketentuan-ketentuan hukum yang 
mampu menjawab permasalahan dan perkem
bangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Se
dangkan istihsan adalah suatu metode istinbat 
hukum yang sangat mementingkan pemeli
haraan tujuan syari’at (maqasid al-syari’ah). Akhir
nya istihsan merupakan suatu metode istinbat 
hukum yang sangat relevan dengan pembaruan 
hukum Islam.

III 	 PENUTUP
Tawaran metode hukum Islam dengan 

Istihsan tidak serta merta membawa pemahaman 
yang serupa. Syafi’i menjadi rival serius untuk 
metode istihsan. Mempertanyakan mengenai 
subjek mustahsin akan memperjelas sisi per
bedaan di kalangan ulama. Fuqaha sepakat jika 
pelaku penganggap baik itu adalah murni akal-
akalan manusia saja. Tetapi sepakat, kalau pe
nganggap baik tetap berbasis wahyu.

Pembaruan hukum Islam dicapai salah satu
nya dengan beberapa produk hukum berdasar 
Istihsan. Dari definisi Hukum Islam di Indo
nesia seperti Undang-Undang, Yurisprudensi, 
Kompilasi Hukum Indonesia (KHI), dan Fatwa 
ditemukan produk fikih baru, misalnya perni
kahan Islam harus melalui pencatatan perni
kahan dan kewajiban perdata bagi orang tua 
biologis terhadap anaknya. Contoh tersebut dekat 
dengan epistimologi istihsan.
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